
Pasa187 dan ,10 Ayat(,) Kitsb Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIKINDONESIATAHUN ,945

PERMOHONAN UJIMATERllL

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
DiJakarta

Dengan Hormat,
Saya yang beltanda-tangan di bawah ini,

: Habiburokhman, S. H. ,M. H.Nama

Kewarganegaraan :Indonesia
pekedaan : Advokat

A1amat : Perumahan Harepan Indah BIOk RF JL Markisa 111 Nomor 24
Kota BekasiJawa Baret

TERHADAP

Untok seianjutnya disebut Pemohon

Perkenankan Pemohon dengan ini mengajukan permohonan up materill

Pasa1 87 dan 1.0 ayat(,) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Terhadap Pasa1 280 dan 28G ayat(I) UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai
hankut:

No

Hari

Tanggal

Jam

I. ^
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, c\^. d*\
01^ . 00 \Xil

TENTANG KEWENANGANMAHKAMAH KONSTITUSl

Bahwa Pasa1 24C UUD 1945 berbunyi:

" Mahkamah Konstitusiberwenang mengadilipada tingkatpe!tama dan terakhir
yang putusannya belsif^t final untok mengL!11 undang-undang ternadap
Undang-undang Dasar;memums sengketa kewenangan Iembaga negara yang
kewenangannya diberikan o1eh Undang-undang Dasai; meinutus pembubaran
partaipolitik dan meinutus perselisihan tentanghasilPemilu"

I+

2. Bahwa Pasal to ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi betounyi:
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" Mahkamah Konstitusiberwenang mengadilipada tingkatpertama dan terakhir
yang putusannya belsiiiat final untok:a, menguji undang-undang techadap
Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 7945. "

Bahwa Pasa1 29 ayat (1) hutuf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

"Mahkamah Konstitusibervvenang mengadili^ada tingkatpeitama dan terakh^^
yang putusannya bersifot final untuk, ' a. menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang DasarNegara Repubfik Indonesia Tahun 7945;"

Bahwa Pasa1 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2041 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

" Daiam hal suatu Undang-Undang diduga beltentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengt!nannya
dilakukan o1eh Mahkamah Konstitusi, "

3.

4.

5. Bahwa beadasarkan UUD 1945 dan UU tersebut of atas, inaka Mahkamah
Konstitusi belwenang untuk memeriksa permohonan uji materjiltni.

11. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON (LEGAL
STANDING).

Bahwa Pasa1 51 ayat(,) UU MK, menentukan bahwa "Pemohon adalah pihak
yanghak dan atau kewenangan konstitusionalnya, terah dimgikan o1eh
bellakunya undang-undang: yaitu:

I,

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang
yang mein punyai kepentingan sama);

b. .kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publikatau privat; atau
d. Iembaganegara.

Selanjutnya Penjelasan Pasa1 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Yang
dimaksuddengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang DasarNegara Republik/ridonesia Tahun 7945. ".

Bahwa seiak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0061PUU"!11/2005 hingga
saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untok dapat

2.

.
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dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana
dimaKsuddalam Pasa1 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang
diberikan aleh UUD ,945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah
dirugikan o1eh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusiona! tersebut harus
bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potsnsial yang
menurut penalaren yang wajar dapat dipastikan akan tenadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksuddengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;

e. adanya kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
in aka kerugian konstitusionaltersebuttidak akan atau tidak lagiterjadi.

Berdasarkan ketentuan di atas, inaka terdapat dua syarat yang harus
dipenuhiuntuk menguji apakah Pemohon mein11ikilegal standing dalam
perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertaina adalah kualifikasi untuk
bertindaksebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasa1 51 ayat (1)
UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional
Pemohon tersebut dirugikan o1eh berlakunya suatu Undang-Undang;

3.

4. Bahwa beadasarkan ketentuan hukum tersebut of atas, kedudukan

hukum Pemohon daiam perkaraa quo, dikualifikasikan sebagai perorangan
warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud daiam Pasa1 51 ayat(,)
hurl a UU MK. 01eh karena itu, Pemohon meinpunyai kualifikasi sebagai
Pemohon Pengujian Undang-Undang.

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang meiniliki haksekaligus
kewajiban untok memastikan penyelenggaraan negara dilakukan dengan
memenuhi pitnsip-prinsip negara. hukum dan demokrasi.

Bahwa datam konteks me!aksanakan hak dan kewajiban tersebut Pemohon
hanis senantiasa bersikap kritis ternadap kebiajakn-keb^akan pemerintah
sebagai penyelenggara negara agar pemerintah senatiasa inawas din dan
meIaksanakan tugasnya beadasarkan prtnsip-prtnsip negara hukum dan
demokrasi.

5.

6.

7. Bahwa untuk bisa bersikap kritis terhadap keb^akan-keb^akan pemerintah,
Pemohon harus mendapat pengakuan, jaminan, pelindungan dan kepastian
hukum yang adjl sena perlakuan yang sama of hadapan hukum, hal inaria di
aturdalam Pasa1 280 ayat(I) UUD 4945 yang berbunyi:
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" Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adjl serta perlakuan yang sama of hadapan hukum. "

8. Bahwa bersikap kritis menipakan sesuatu yang bersifat hak asasi, untuk bisa
bersikap kritis techadap kebijakan-kebijakan pemerintah, Pemohon harus
mendapatkan perlindungan dri prtbadi sena harus mendapatkan rasa aman
dan perlindungan dan ariaman ketakutan, hal inaria diatur Pasa1 28G ayat (I)
UUD 1945 yang berbunyi:

" Setiap oreng berhak atas perlindungan din pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan hana benda yang dibawah kekuasaannya, sena berhak atas
rasa aman dan perlindungan dan ancoman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hakasasi. "

Bahwa ketentuan Pasa187 KUHP berbunyi:
Dikatakan ada inakar untok meIakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu
telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam
pasa! 53.

Bahwa ketentuan Pasa1 110 ayat (1) betounyi: Permufakatan Iahat untuk
meIakukan kejahatan menurut pasa1 104, 106, 407, dan 408 diancam
beadasarkan ancoman pidana dalam pasal-pasaltersebut.

Bahwa ketentuan Pasa1 87 dan 1.0 ayat (1) secara nyata berpotensi
menghambat Pemohon untuk bersikap kritis terhadap pemerintah , hal inaria
secara detail akan Penggugat uraikan dalam bagian pokok permohonan,

9.

IO.

I I .

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan :

a. Ada hak danlatau kewenangan konstitusional pemohon untuk
mendapatkan peastian hukum sebagaimana dialur daiam Pasa1 280 UUD
a945 dan untuk mendapatkan perlindungan untuk meIakukan apapun yang
berupa hak asasi sebagaimana diatur Pasa1 28G ayat(,) UUD 1945,

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan o1eh
berlakunya Pasa1 87 dan 110 ayat(I) KUHP

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon jetas
bersifatspesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaren yang wajar dapat dipastikan akan tenadi, yaknitidak
bisa bersikap kritis ternadap pemerintah.

4



.

\

d. Ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
Pemohon dengan badakunya Pasa1 87 dan 410 ayat(I) KUHP yakni
ketentuan tersebutiah yang menjadi penyebab tenadinya kerugian
Pemohon.

e. Ada kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan uji materlit
ini inakakerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi
tenadj.

13. Bahwa beadasarkan uraian di atas menunjukan bahwa Pemohon meinpunyai
kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
permohonan pengujian undang-undang ini.

1/1 . NORMA DALAM UUD ,945YANG MENJADIBATU UJl.

14. Bahwa Norma UUD 1945 yang menjadi batu un permohonan uji matermini
adalah :

a, Pasa1 280 ayat(,) UUD 1945 yang berbunyi:
Setiap oreng berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adjl sena perlakuan yang sama of hadapan hukum.

Pasa1 28G ayat(,) yang betounyi:
Setiap oreng berhak atas perundungan din prtbadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan hana benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas
resa aman dan perlindungan dan ancoman ketakutan untuk betouat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hakasasi.

b.

IV. POKOKPERMOHONAN UJIMATERllL.

t5, Bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi,
setidaknya secara formal bisa dibuktikan adanya Pemiliha Urnum baik Pemilu
Presiden inaupun Pemilu Legislatif yang dilaksankan secara reguler setiap 5
tahun sekali,

16. Bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya kepastian hukum.
Negara bersistem demokrasi sangatlah meini!iki konsep hukum yang tegas dan
nyata. Negara tidak menghendaki adanya konflik yang dapat menyebabkan
kekerasan dikalangan masyarakat dan menghendaki adanya perdamaian.
Negara sangat didsarkan pada hukum, tidak condong dengan keberadaan
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pemimpin negara yang diktator , meinbatasi gerak warga negara ataupun
kehendak rakyat.

17. Bahwa kepastian hukum diatur dalam Pasa1 280 ayat(I) UUD 1945.

18. Bahwa ketentuan Pasa! 87 KUHP jelas bertentangan dengan kepastian hukum
karena menjaditidakjelas secara hukum apa yang dimaksud dengan inakar dan
apa ukurannya. Dengan merujuk pada pasa1 53 KUHP yang mengatur percobaan
findak pidana menjaditidak jelas apa yang meinbedakan percobaan in akar dan
in akar itu sendiri.

19. Bahwa Pasa! 110 Ayat (1) KUHP jelas behantangan dengan kepastian hukum
karena menjaditidak jelas apa perbedaan antara inakar dengan permufakatan
jahat untuk inakar dengan inakar itu sendiri karena ancainan hukumannya pun
sama.

20. Bahwa ketentuan Pasa1 87 KUHP berpotensi menghalangi hak pemohon warga
negara untuk bersikap kritis yang merupakan hak asasi inariusia karena sikap
kritis mudah sekali disalahartikan sebagai percobaan tindak pidana inakar.

21. Bahwa ketentuan Pasal, ,O Ayat(I) KUHP berotensi mengha!angi hak pemohon
seiaku warga negara untuk bersikap krltis karena pembicaraan yang mengkrltis
pemerintah mudah sekali disa!ahartikan sebagai perftifakatan jahat untuk
meIakukan inakar.

22. Bahwa o1eh karena iru ketentuan Pasa1 87 dan 110 Ayata (1) KUHP jetas
berentsngan dengan Pasa1 280 ayat(I) UUD 1945 dan Pasa1 28G ayat(I) Uuo
1945 dan harus dinyatakan tidak mein11iki kekuatan hukum mengikat

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-buktiterlampir, dengan inI
Pemohon memohon kiranya Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Techormat
berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menunda pemberlakuan Pasa1 87 danl, O Ayata (1) KUHP sampai adanya putusan
dalam perkara ini

DALAM POKOKPERl<ARA

I. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
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